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ABSTRACT

This research is titled "Analysis of Accreditation implementation of Job Training
Institute in The Palembang City." The background of the research is the lack of good
coordination between the Agency of Manpower and Transmigration of South Sumatra
Province with LPK (Job Training Institute) in monitoring the LPK and delaying of LPK in
collecting the proposed accreditation file to the Agency of Manpower and Transmigration
of South Sumatra Province. This research aims to find out how the accreditation of the Job
Training Institute in Palembang City. This research uses the qualitative research method.
This research uses George R. Terry's theory, measured in five dimensions:
planning, ORGANIZING, ACTUATING, and CONTROLLING. Data collection techniques used
are observation, interview, documentation, and dialysis using Atlas.ti software. The results
and discussions of this research concluded that the implementation of accreditation of job
training institute in the Palembang City on organizing dimension could have been
exemplary. While in the dimension of planning, ACTUATING, AND CONTROLLING, it has
been good, although not yet maximal. The results of this research recommended that the
Accreditation Committee of Job Training Institute (KA-LPK) further enhanced the role and
function as an extension of LA-LPK's hand in carrying out accreditation, in addition to the
Agency of Manpower and Transmigration of South Sumatra Province enhanced
coordination with the LPK (Job Training Institute), and also further enhanced the
institutional capacity of accredited job training.

Keywords: Implementation Analysis, Accreditation, Job Training Institute, The Agency
of Manpower, and Transmigration of South Sumatra Province.
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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja di
Kota Palembang”. Adapun latar belakang dari penelitian adalah kurangnya koordinasi
yang baik antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dengan
LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) untuk memonitoring LPK tersebut, dan keterlambatan
LPK dalam mengumpulkan berkas usulan akreditasi ke Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana pelaksanaan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja di Kota
Palembang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini
menggunakan teori George R. Terry yang diukur dalam lima dimensi yaitu perencanaan
(planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), pengawasan
(controlling). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara,
dokumentasi, dan dianilisis dengan menggunakan software Atlas.ti. Dari hasil penelitian
dan pembahasan ini menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan akreditasi lembaga
pelatihan kerja di Kota Palembang pada dimensi pengorganisasian (organizing) dapat
dikatakan sudah baik. Sedangkan pada dimensi perencanaan (planning), pelaksanaan
(actuating), pengawasan (controlling) dapat dikatakan sudah baik meskipun belum
maksimal. Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa hendaknya Komite Akreditasi
Lembaga Pelatihan Kerja (KA-LPK) lebih ditingkatkan lagi peran dan fungsi sebagai
perpanjangan tangan LA-LPK dalam melaksanakan akreditasi, selain itu Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan lebih ditingkatkan lagi koordinasi
dengan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja), dan juga lebih dtingkatkan lagi kapasitas
kelembagaan pelatihan kerja yang terakreditasi.

Kata Kunci: Analisis Pelaksanaan, Akreditasi, Lembaga Pelatihan Kerja, Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja di Kota Palembang merupakan
suatu program dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan yang
dilakukan setiap tahunnya untuk memberikan kredibelitas kepada LPK. Subsistem Sistem
Pelatihan Kerja Nasional yang sangat penting peranannya untuk penjaminan mutu dan
kredibelitas LPK adalah LA-LPK (Lembaga Akreditasi — Lembaga Pelatihan Kerja yang
dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2016 Tentang
Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja. Mengingat pentingnya peran LA-LPK dalam sistem
pelatihan kerja nasional, maka peran tugas dan Kkapasitas LA-LPK baik secara
kelembagaan maupun fungsi perlu di optimalkan salah satu syarat agar pelatihan kerja ini
bermutu maka harus memiliki LPK yang kredibel LA-LPK (Lembaga Akreditasi —
Lembaga Pelatihan Kerja) dan KA-LPK (Komiten Akreditasi - Lembaga Pelatihan Kerja)
sebagai penjamin mutu LPK pemerintahan dan LPK swasta harus memiliki sistem

akreditasi yang baik.

Pentingnya akreditasi ialah untuk menjamin mutu penyelenggaraan pelatihan kerja
dan meningkatkan kredibelitas LPK. Salah satu syarat agar pelatihan kerja bermutu maka
harus memiliki LPK yang kredibel, LA-LPK dan KA-LPK sebagai penjamin mutu LPK
pemerintah dan LPK swasta harus memiliki sistem akreditasi yang baik. Dengan
penjaminan mutu ini diharapkan tumbuh budaya mutu, mulai dari menetapkan standar, dan

secara berkelanjutan meningkatkan standar.



Akreditasi yang dilakukan terhadap LPK mengacu kepada Kerangka Mutu
Pelatihan Indonesia (KMPI) yaitu sesuai kesatuan yang terdiri dari delapan standar mutu
yang diisyaratkan untuk dipenuhi oleh LPK yang ingin mengajarkan kualifikasi kerja
(Sertifikat Kualifikasi Kerja/SKK) atau sebagian kualifikasi berdasarkan suatu klaster dari
unit kompetensi (SKKNI) yang terdaftar dalam KKNI, dan program pelatihan kerja
tertentu. Setiap kedelapan standar memiliki kriteria dan LPK harus menyediakan bukti

yang dipercaya akan mengindikasikan kesesuaian.

Akreditasi mengindikasikan bahwa mutu dari pelatihan yang ditawarkan oleh LPK
memenuhi atau melebihi standar yang diisyaratkan ketika mereka diaplikasikan pada setiap
kualifikasi kerja atau program pelatihan kerja tertentu yang diajarkan oleh LPK. Instrumen
akreditasi LPK yang diperbaruhi ini mempertimbangkan tuntutan standar kualifikasi
nasional, kebutuhan standar kompetensi dunia industri, serta kesetaraan dengan standar
akreditasi lembaga pelatihan dan pendidikan secara nasional maupun internasional. Selain
itu pembaharuan ini juga mempertimbangkan kondisi dan keberadaan LPK secara nasional
serta kemampuannya untuk menerapkan dalam manajemen LPK dan untuk penjaminan
mutu serta kredibilitas LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) adalah LA-LPK (Lembaga
Akreditasi — Lembaga Pelatihan Kerja) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Akreditasi Lembaga

Pelatihan Kerja.

Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2016 akreditasi
adalah suatu asesmen yang independen supaya LPK memberikan layanan pelatihan yang
bemutu tinggi sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan
program pelatihan kerja dan mengacu kepada Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia (KMPI).
LPK harus diakredtiasi untuk mengajarkan pendidikan kejuruan dan pelatihan kerja yang

akan memberikan SKK atau klaster SKKNI dari jalur kejuruan dalam KKNI. Suatu LPK



juga dapat diakreditasi untuk memberikan pendidikan kejuruan dan pelatihan kerja

berdasarkan standar lainnya, seperti contoh standar internasional atau standar khusus.

KMPI yaitu suatu kesatuan yang terdiri dari 8 (delapan) standar. Bahwa setiap standar
memiliki kriteria dan LPK harus menyediakan bukti yang dipercaya akan mengindikasikan
bahwa mutu dari pelatihan yang ditawarkan oleh LPK memenuhi atau melebihi standar
yang disyaratkan ketika mereka diaplikasikan pada setiap kualifikasi kerja atau program

pelatihan kerja tertentu yang diajarkan oleh LPK.

Berkaitan dengan kualifikasi, Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI
merupakan Kerangka Penjenjangan kualifikasi kompentensi yang dapat menyandingkan,
menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja
serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai
dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Dengan memiliki KKNI maka Indonesia
akan semakin mudah melakukan penyetaraan dengan kerangka kualifikasi negara lain.
Secara nasional KKNI juga mendorong berbagai pihak menyesuaikan, melaksanakan dan

mencapai kualifikasi tersebut dalam bidang pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.

Mewujudkan KKNI sebagai standar nasional perlu didukung sistem pendidikan dan
pelatihan kerja yang sesuai. Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas) memiliki tiga
pilar utama yaitu standar kompetensi kerja, lembaga pelatihan kerja, dan sertifikasi
kompetensi profesi. Pemerintah melakukan standarisasi kompetensi, Lembaga Akreditasi
Lembaga Pelatihan Kerja (LA-LPK) melakukan standarisasi (akreditasi) Lembaga
Pelatihan Kerja (LPK), dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melakukan

standarisasi profesi.



Suatu LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) di akreditasi dalam melaksanakan pelatihan
apakah terhadap Sertifikat Kualifikasi Kerja (SKK) tertentu atau klaster SKKNI atau
program pelatihan tertentu berdasarkan standar lainnya. Akreditasi tidak akan mencakup
layanan pelatihan lainnya yang ditawarkan LPK. Akreditasi adalah suatu asesmen yang
independen bahwa LPK dan pendidikan kejuruan menyelenggarakan pendidikan dan
pelatihan yang bermutu tinggi sesuai standar yang ditentukan oleh KEMNAKER LPK
harus diakreditasi untuk melaksanakan pelatihan kerja dan pendidikan kejuruan yang akan
memberikan SKK atau klaster SKKNI dari jalur kejuruan sesuai KKNI. Suatu LPK dapat
juga diakreditasi untuk memberikan pelatihan kerja dan pendidikan kejuruan yang
menggunakan standar SKKNI, sebagai contoh standar internasional, standar khusus dan

standar lokal.

Secara internasional, pengakuan dari kualifikasi sebagian tergantung pada negara
yang akan diakui telah memiliki proses mutu bagi pendidikan dan pelatihannya. Akreditasi
adalah suatu pengakuan formal bahwa LPK dapat menawarkan layanan pendidikan dan
pelatihan yang bermutu tinggi yang akan memberikan Sertifikat Kualifikasi Kerja (SKK),
klaster SKKNI atau pengakuan berdasarkan standar lainnya yang terkait. Terhadap layanan
pendidikan dan pelatihan kerja yang bermutu tinggi yang akan memberikan SKK, klaster

dari SKKNI atau pengakuan berdasarkan standar lainnya yang terkait.
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Sumber : Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia.



Setelah LPK terakreditasi, tanggung-jawab selanjutnya adalah LPK harus menjaga
kepatuhan mereka terhadap standar akreditasi. Dari waktu ke waktu LA-LPK apakah
sendiri atau melalui KA-LPK yang akan memeriksa LPK untuk memastikan mereka terus
mematuhi standar. Jika ada keluhan dari siswa pemberi kerja maka kemungkinan akan
dilakukan asesmen ulang segera. Hal terpenting yang harus dilakukan setiap awal tahun,
LPK harus menyerahkan audit internal atau asesmen mandiri terhadap standar akreditasi

untuk menunjukkan kepada KA-LPK bahwa mereka selalu mentaati standar akreditasi.

Jika LPK tidak mampu memenuhi proses akreditasi awal mereka tidak akan
terakreditasi sampai mereka memenuhinya, KA-LPK akan memberikan saran tentang apa
yang perlu dilakukan dan menetapkan skala waktu dengan LPK. Jika LPK telah
terakreditasi dan ternyata tidak memenuhi standar, mereka akan diberi kesempatan untuk
memenuhinya. Jumlah waktu yang diberikan akan tergantung pada tingkat keparahan
ketidakpatuhan pada standar.Sebagai contoh, materi pelatihan tidak sesuai atau kualilfikasi

staf perlu diperbaiki langsung.

Akreditasi LPK dapat ditangguhkan jika mereka tidak memperbaiki bagian-bagian
yang belum dipatuhi dalam kerangka waktu yang disepakati. Selama penangguhan mereka
tidak bol eh menerima mahasiswa baru. Dalam beberapa kasus LPK mungkin diminta
untuk menilai ulang atau mengajar kembali pesertanya. Jika ketidaktaatan berlanjut,
akreditasi LPK akan dibatalkan atau ditangguhkan. LPK bertanggung-jawab untuk
memastikan bahwa mereka sesuai dan mempertahankan kepatuhan terhadap standar

akreditasi

Akreditasi dapat diperbaharui setiap tahun setelah penyerahan internal audit/
asesmen mandiri dan staf terhadap standar akreditasi. KA-LPK juga akan memfasilitasi

audit tahunan mengenai kepatuhan terhadap standar mutu. Setiap tiga tahun, LPK harus



kembali mendaftar untuk akreditasi dan melakukan suatu asesmen eksternal oleh seorang

Asesor Kepatuhan.

Tabel 1. Daftar Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Sumatera Selatan Tahun 2020

No. | Kabupaten/Kota | Jumlah LPK
1 | Ogan Komering Ulu 14 LPK
2 | Ogan Komering Ilir 9 LPK
3 | Muara Enim 9LPK
4 | Lahat 9LPK
5 | Musi Rawas 11 LPK
6 | Musi Banyuasin 4 LPK
7 | Banyuasin 10 LPK
8 | OKU Timur 29 LPK
9 | Ogan llir 7 LPK
10 | Empat Lawang 8 LPK
11 | Pali 1LPK
12 | Musi Rawas Utara 3LPK
13 | Palembang 30 LPK
14 | Prabumulih 7 LPK
15 | Pagar Alam 3 LPK
16 | Lubuk Linggau 7 LPK

Sumber : Bidang Pelatihan dan Produktivitas di Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat jumlah LPK yang ada di Sumatera Selatan. Dari
beberapa kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan, Kota Palembang menyumbangkan
LPK paling banyak yaitu sebesar 30 LPK untuk di akreditasi. Oleh sebab itu penulis
memilih LPK di Kota Palembang dalam penelitian ini dan juga proses akreditasi dilakukan
di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang..
Alasan Penulis memilih LPK di Kota Palembang juga karena penulis berdomisili di Kota
Palembang sehingga memudahkan penulis dalam penelitian ini. Selain itu LPK di Kota
Palembang bagi penulis sudah cukup mewakilkan dengan jumlah LPK paling banyak dari

beberapa LPK yang ada di Sumatera Selatan dalam penelitian ini.



Beberapa permasalahan yang umumnya terjadi pada pelaksanaan akreditasi
Lembaga Pelatihan Kerja, antara lain kurangnya koordinasi yang baik antara Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

untuk memonitoring LPK tersebut, sehingga banyak LPK yang belum terakreditasi.

Tabel 2. Daftar Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kota Palembang Tahun 2020

NO NAMA LPK NAMA PIMPINAN AKRIEED-II_"I'ASI
1 Darussalam _Educatlon Nurlaila Terakreditasi
and Consulting
2 Blpa Indonesia Aang Kuriniawan Proses Bimtek
Sejahtera
3 | Elrahma Palembang Supriyanto, S.Pd., MM Terakreditasi
_ Purnama Sari, S.Pd., Terakreditasi
4 | Amikom S.Kom
5 Amikom English Amir Hamsyah, S.Kom Proses Bimtek
Course
6 | Rifky Bakery Resto Pusparini, Amd Proses Bimtek
7 | Sakura Gakuin Center | Hendri Yudi Permana Proses Bimtek
8 | Duta Prestasi Aida Farhayati, SH., MH Proses Bimtek
Instititut Pendidikan
Ss?r;ueslgﬁ:?r? donesia July Rianthony Nk Proses Bimtek
9 | (IPPWI)
10 | Potensia Desi Apriani Terakreditasi
11 | LPTO Siap Mandiri H. Suparman, S.Pd., M.Si Terakreditasi
12 | Kiamori Academy Akbar Andican Proses Bimtek
13 g‘;ﬁ?ﬁévagg?mh Drs. Edward Novandi Proses Bimtek
PT Standar
f’go;]?e st;?r_;_zig:rr::jnognesm Mamta Maharani Proses Bimtek
14 | School
15 | Sriwijaya Teknigraphy | Ardiansyah, S.Kom., MM Terakreditasi
16 | Novi Siti Chodidjah Terakreditasi
17 ;(ayasan Bakti Ir. Eti Susanti, M.Si Terakreditasi
erdana
18 | Karya Nyata Merry Terakreditasi
19 | Jundi Learning Center | Diana Nursanti, M.Pd Proses Bimtek
20 | Sriwijaya Universal Irfa Kodri, ST., MT Terakreditasi
21 | Fenkaki Global Kailani Terakreditasi
22 | Ekselen Palembang Suwardi, S.Pd Proses Bimtek




23 | Pelangi Januardi, SE., M.Si Proses Bimtek

24 | LPK31 Palembang Asmawi Mangku Alam Proses Bimtek
25 | Perhotelan Achmad Kesuma Terakreditasi

26 | Wirasena Jaya Sakti Sandy Pratama Proses Bimtek
27 | Bunda Mandiri Aryanisila Proses Bimtek
28 | Mirsa Prima Sukhaidi Proses Bimtek

PTC (Palembang

29 Training Center) Ella Rosita, ST., MM Proses Bimtek
Cahya Sampurna i _ . _

30 | Abadi Sri Budi Wahyuningsih Proses Bimtek

31 | Areumdaun Andi lIrawan Proses Bimtek

Sumber : Bidang Pelatihan dan Produktivitas di Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan tabel 2 maka dapat dilihat bahwa LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) di
Kota Palembang masih banyak yang belum terakreditasi. Data dari tabel 2 terdapat 19 LPK
(Lembaga Pelatihan Kerja) yang belum terakreditasi dan masih dalam proses pembinaan
bimbingan teknis dari jumlah 31 LPK di Kota Palembang. LPK yang telah terakreditasi
akan mendapatkan bantuan dana dari pemerintah. Jika LPK tidak mampu memenuhi proses
akreditasi awal mereka tidak akan terakreditasi sampai mereka memenuhinya. Dan apabila
LPK telah terakreditasi dan ternyata ditemukan tidak memenuhi standar, mereka akan
diberi kesempatan untuk memenuhinya. Jumlah waktu yang diberikan akan tergantung
pada tingkat keparahan ketidakpatuhan pada standar. Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa
hanya 12 LPK yang terakreditasi dan tidak mencapai setengah dari LPK yang mendaftar,
sisanya masih dalam proses bimtek. Selain itu, belum adanya aturan bersifat legal yang

mewajibkan LPK untuk mengakreditasi lembaganya.

Permasalahan berikutnya adalah keterlambatan LPK dalam mengumpulkan berkas
usulan akreditasi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dari
batas waktu yang telah ditentukan, sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan selalu memberikan tenggang waktu. Akibatnya terjadi

penguluran waktu yang tidak efisien dalam proses pelaksanaan akreditasi.



10

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas tersebut, perlu diteliti lebih
lanjut bagaimana pelaksanaan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja di Kota Palembang,
untuk itulah penulis memilih di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera
Selatan, dengan penelitian yang berjudul Analisis Pelaksanaan Akreditasi Lembaga

Pelatihan Kerja di Kota Palembang.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka masalah
yang akan dikaji oleh penulis, yaitu: Bagaimana Pelaksanaan Akreditasi Lembaga

Pelatihan Kerja di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja di Kota

Palembang.

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan penullis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat
membantu perkembangan llmu Administrasi Negara, khususnya konsentrasi Manajemen
Sektor Publik dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun

pihak lain yang tertarik ingin meneliti dalam bidang penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi, masukan, dan

pertimbangan bagi pihak Fakultas Ilmu Sosial dan IImu Politik khususnya dalam



mekanisme akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja dimana yang akan datang dapat

dilaksanakan dengan lebih bertanggungjawab.

11
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